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Dalam Skripsi ini saya dapat menarik kesimpulan yang merupakan inti dalam penulisan 
skripsi ini yaitu : 
1. 	 Bahwa pada dasarnya prosecur rangkap jabatan atau bekerja di perusahaan lain oleh 
Pcgawai Ncgeri Sipil merupakan sebuah pelanggaran teruturlla pada Pi> No. 30 tahun 
1980 Tcntang Disiplin Pegawai Negeri sipil. Bahwa da1am ketentuan tersebut 
pemerintah melarang adanya rangkap jabat.m bagi Pegawa. Negeri Sipil dan tentang 
rangkap jabatan pun dapat dikecualikan apabila Pegawai Negeri Sipil terse but 
mendapatkan i2.in dari atasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
Ketentuan akan rangkap jabatan ini, tidak hanya terdapat pr.da PP No. 30 tahun 1980, 
tetapi setiap instansi pemerintah merr:buat peraturan yang isinya melarang rangkap 
jabatan atau bekerja pada perusahaan lain tanpa ;1ersetujuan atasan atau Pejabat yang 
berwenang. Prosedur rangkap jabatan adalah Pegawai Negeri Sipil mengajukan 
permohonan rangkap jabatan yang untuk l"'1elanjutkan dan akan diteruskan ke Badan 
Pengawas Kepegawaian terse but ke Walikota, dengan memberikan pertimbangan­
pertimbangan tentang izin rangkap jabatan. Setelah itu Walikota yang akan 
menentukan izin rangkap jabatan terse but kepada Pegawai Negeri yang 
bersangkutan, tentang boleh atau tidaknya rangkap jabatan tersebut. Dengan 
memperhatikan pertimbangan dar; Badan Pengawas Kepegawaian. 
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2. 	 Mengenai rangkap jabalan oleh Pegawai Negeri Sipil tetap akan berIaku sehagai 
pclanggaran, dan setiap peIanggaran pastilah ada hukumannya. Dan di dalam Instansi 
kcpcgawaian masih tctap bcrIaku hukul1lan disiplin scsuai dcngan pcrllndung­
undangan yang bcrlaku. Dalam PP No. 30 tahun 1980 telah diatur jenis-jenis 
hukuman disiplin sesuai dengan tingakat kesalahan yang dilanggar, dalam hukuman 
disiplin tcrbagi menjadi beberapa bagaian, yaitu hukuman disiplin seem-a tertulis dan 
tidak tertulis. Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 
tersebut, secara tidak langsung akan membuat jera bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Saran 
1. 	 Saran saya tentar.g adanya rangkap jabatan oleh Pegawai Negeri Sipil, yang tidak 
memiliki izin rangkap jabatan harus di tindak sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku. Dan saya kurang scpendapat dengael prosectur rangkap jabatan, yang 
bisa saja terjadi karena adanya faktor korupsi, kolusi dan nepotisme (ICKN) yang 
terjadi di instan~i kedinasan dimana Pegawai Negtri tersebut beker:ja. Menurut 
pendapat saya dimungkinkan kcterlibatan atasan Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan melalui jalan korupsi, kolusi dan ncpotisme (KKN) dengan begitu 
Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melahkan rargkap jabatan tanpa melalui 
prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan akan PP No. 30 tahun 1980 Tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri. Bahwa dalam PP No. 30 tahun 1980 Tcntang 
IJeraturan Disiplin Pegawai Negeri akan lebih menjelaskan tentang perizinan yang 
diberikan oleh Pejabat yang berwenang yaitu tentang ketentuan beb~rapa lama dan 
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dalam kepentinga'l apa Pegawai Negen yang bersangkut 111 dapat melakukan rangkap 
jabatan. 
2. 	 Dalam rangkap jabatan yang sertng terjadi akhir-akhir ini pada pejabat yang 
mempunyai pangkat tinggi sekalipun seakan-akan lupa tentang jabatan dan tanggung 
jawab pertama yang dibebankan kepada Pegawai Negeri terscbut. karena bila Pegawai 
Negeri Sipil melakukan rangkap jabatan, yang jelas akan mengabaikan tugas dan 
tanggung jawabnya di instansi kedinasan dimana Peguwai Negeri yang bersangkutan 
bekerja. Banyak sekali anggota DPR yang menjabat sebagai ketua Partai Politik atau 
Menteri yang masih menjalankan tugasnya sebagai ketua organisasi kemasyarakatan. 
Dengan kata lain jabatan yang dib...:bankan dipundaimya sebagai Aparatur Negara 
hanya sebagai ~iang numpang lewat atau untllk menimba ilmu dan kemudian 
berpindah atau merangkap pada jabatan lain. Maka dari itJ rangkap jabatan tidak 
hanya sebagai komoditi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat rendah akan tetapi 
malah sebagai alat untuk menguntungkan diri sendiri 
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